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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan berjalanya waktu, Indonesia akan menghadapi perubahan berupa 

tantangan untuk menjadi negara yang maju dan dapat menjadi negara yang kuat 

secara ekonomi maupun sektor lainnya. Perkembangan zaman yang tidak 

terbendung lagi oleh dunia dan kecepatan perkembangan zaman harus bisa atasi 

oleh Indonesia dengan memberikan inovasi-inovasi terkait dengan kebijakan 

maupun peraturan yang ada agar tercipta nya keadilan, keamanan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat. Ada suatu hal yang paling sering diminta oleh 

masyarakat yaitu pelayanan. Pelayanan yang baik telah diperkenalkan dan 

dibuktikan oleh negara maju sebagai aspek penting dalam menunjang kemajuan 

suatu negara.  Pelayanan yang cepat, mudah dan murah adalah keinginan setiap 

masyarakat.  Ada sebuah konsep teori yang dapat memberikan jawaban terhadap 

keinginan masyarakat tersebut ialah good governance. 

Good governance sejatinya sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang 

mana terdapat suatu kalimat “memajukan kesejahteraan umum”.  Kemudian pada 

bab ke-14 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara harus memelihara kesejahteraan 

sosial salah satunya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin.  

Kalimat tersebut adalah tujuan utama dari adanya good governance1. Menurut

 
1 Ni Putu Tirka Widanti, “Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah 

Tinjauan Literatur,” Jurnal Abdimas Peradaban : Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 3 (2022): 73–

85. 
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a. Rule of Law, prinsip ini menjabarkan terkait dengan aturan hukum, keputusan, 

kebijakan pemerintah, organisasi, atau badan usaha yang berhubungan dengan 

masyarakat; 

b. Transparency, prinsip ini berbicara tentang keterbukaan dari informasi dari 

pemerintah terkait dengan kebijakan maupun proses-proses pengambilan 

kebijakan; 

c. Responsiveness, prinsip yang mengatakan bahwa setiap Lembaga haruslah 

cepat, tanggap dalam setiap laporan atau suara rakyat. 

Dari beberapa prinsip diatas dapat diketahui bahwa konsep atau teori ini sangatlah 

baik bagi kemajuan suatu bangsa. 

 Di Indonesia sendiri good governance adalah bentuk konkret dari tindakan 

pemerintah dalam proses implementasi dari PerUU seperti UU No. 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik2. Sebagai negara yang baru mengembangkan konsep 

ini, negara ini masih cukup jauh dari kata sempurna ketika pengimplementasian 

nya kepada masyarakat.  Dalam UU No.25 tahun 2009 Pasal 5 ayat 7 menjelaskan 

bawha pelayanan dalam bentuk administratif agar dapat berjalannya perlindungan 

pribadi, keluarga dan lainnya3. Secara dejure, negara sejatinya sudah 

memfasilitasi namun secara defacto masih belum bisa berjalan dengan baik.  

Permasalahan ini membuat Indonesia dirundung ketakutan akan dirinya sendiri 

karena kurang nya kesadaran akan pelaksanaan pelayanan publik yang baik akan 

berdampak pada stabilitas pemerintahan suatu negara termasuk kesadaran pemuda

 
2 Laurensius Arliman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk 

Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia,” Jurnal Politik Pemerintahan Volume 10 (n.d.): 60–72. 
3  Pasal 5 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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akan suatu proses melainkan selalu menginginkan suatu hal yang instant.  Ketidak 

ikutan pemuda akan urusan pembangunan nasional adalah kesalahan negara untuk 

memberikan kesejahteraan bagi mereka4.  Kesejahteraan yang dimaksud adalah 

lapangan pekerjaan yang sedikit bagi mereka sehingga ketidakmampuan mereka 

untuk mengurus kehidupan mereka masing-masing. Situasi ini membuat 

terjadinya suatu fenomena krisis ekonomi pada pemuda yang ada di Indonesia5.  

Banyak dampak yang diberikan dari fenomena kemiskinan yang diakibat dari 

buruknya pengimplementasian good governance ini, salah satu yang cukup sering 

terjadi kepada pemuda adalah menjadi anak jalanan. Hidup sebagai anak jalanan 

bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh setiap anak melainkan tuntutan sosial 

yang tidak bisa dihalau oleh pemuda lagi. Anak jalanan sendiri berasal dari 

terminologi pada negara Brazil dikarenakan tingginya angka anak jalanan yang 

ada pada negara tersebut. Menurut seorang ahli bernama Indrasari Tjandraningsih, 

anak jalan adalah anak anak yang terlibat dalam pekerjaan informal di area 

perkotaan. dengan kondisi sangat menyedihkan bahkan rentan terhadap 

eksploitasi anak, kekerasan bahkan pelecehan seksual anak.  

 
4 Herlina Astri, “KEHIDUPAN ANAK JALANAN DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB, 

TATANAN HIDUP DAN KERENTANAN BERPERILAKU MENYIMPANG,” Pusat Perngkajian, 

Pengolahan Data dan Informasi RI (2014). 
5 Ibid. 
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Menurut Kemensos RI, tahun 2020 mengalami penurunan namun yang 

menjadi pembahasan pada kali ini adalah provinsi Sumatera Utara. Secara 

keseluruhan, Indonesia memang mengalami penurunan namun di Sumatera Utara, 

angka anak jalanan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 tercatat belum 

mengalami penurunan.  Maka dari itu, ini merupakan suatu permasalahan bagi 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan angka yang tercatat pada BPS 

Sumut pada tahun 2022, sebanyak 326 anak yang menjadi bagian dari statistic 

anak jalanan.  Angka ini tidak menurun namun data nasional menunjukan suatu 

penurunan6.   

  

 
6 Badan Pusat Stastistik Sumatera Utara, “Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Menurut Kabupaten/Kota, 2022,” last modified 2022,  

Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun (2020) 

Gambar 1. Diagram Pertumbuhan Anak Jalanan di Indonesia  
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Pada Perda ini juga melindungi terkait dengan rehabilitasi dari segala 

permasalahan yang mengikat pada anak jalanan tersebut. Pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah harus lah memperbaiki segala tindakan administrasi 

terkait pelayanan publik.7 

B. Rumusan Masalah 

Mengarah pada latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengkaji permasalahan berikut: 

1. Bagaimana penerapan good goverance dapat mengurangi jumlah 

pertumbuhan anak jalanan di Provinsi Sumatera Utara? 

2. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak jalanan di Provinsi Sumatera Utara? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari terlaksananya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan good governance dalam upaya mengurangi 

jumlah pertumbuhan anak jalanan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah berperan dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu membantu memberikan hasil yang besar bagi 

siapapun yang membacanya yang dapat di bagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 

 

 
7 Yayar Rukayat, “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan 

Pasirjambu,” Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Volume 2 (n.d.). 
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1. Secara Teoritis  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyalurkan manfaat 

dalam bentuk wawasan terhadap masyarakat akan upaya pemerintah 

dalam proses penekanan angka anak jalanan. Selain dari pada, 

diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber 

hukum sekunder dan tersier bagi para peneliti, akademis, dan pemangku 

kepentingan lainnya yang tertarik pada kajian konseptual permasalahan 

ini. 

2. Secara Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat menyediakan sebuah wawasan 

dan pengetahuan terkait anak jalanan dan bagaimana negara dalam hal 

ini pemerintah tetap memberikan payung hukum bagi mereka dan juga 

memberikan dampak positif berupa informasi baru bagi para anak 

jalanan. Peninjauan baik dari segi perbaikan regulasi ataupun diskusi 

antara anak jalanan, masyarakat dan pemerintah harus dilakukan dengan 

tetap memperhatikan PerUU yang berlaku dari UU sampai dengan Perda 

maupun Perkada. Selain dari pada itu penulis juga berharap penelitia ini 

dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang membahasan isu 

serupa. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas bagaimana penerapan good 

governance dapat mengurangi jumlah pertumbuhan anak dan membahas tentang 
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peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap anak 

jalanan. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori menjelaskan hubungan antara teori dan aspek-aspek utama 

yang telah diidentifikasikan dalam suatu permasalahan tertentu. Kerangka teori 

dalam penulisan skripsi ini mencakup: 

1. Teori Good Governance 

Konsep good governance mengatakan bahwa, pemerintah hanya 

merupakan salah satu dari banyak pemangku kepentingan dan tidak terus 

menerus menjadi yang paling berpengaruh. Peran pemerintah dalam 

pembangunan dan penyediaan layanan serta infrastruktur lebih berfungsi 

sebagai pem beri dorongan terbentuknya lingkungan yang mendukung 

pihak lain di masyarakat. Good governance mengharuskan adanya 

peninjauan ulang mengenai fungsi dan tanggung jawab negara, yang juga 

melibatkan redefinisi peran masyarakat. Ini termasuk kewajiban yang 

lebih besar masyarakat untuk memantau akuntabilitas pemerintah. 

Good Governance dapat diartikan sebagai pengelolaan pembangunan 

yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas, demokrasi, dan efisiensi 

pasar, menghindari kesalahan dalam penempatan dana investasi, serta 

mengatasi korupsi baik dalam politik maupun administrasi. Good 

Governance juga melibatkan pengelolaan anggaran yang ketat serta 

penyusunan kerangka hukum dan politik yang mendukung peningkatan 
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aktivitas bisnis. Menurut dokumen kebijakan United Nations 

Development Programme (UNDP), ciri-ciri good governance meliputi: 

a. Keterlibatan semua pihak, transparansi, tanggung jawab, efektivitas, 

dan keadilan; 

b. Menjamin kekuasaan hukum; 

c. Menentukan skala prioritas dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi 

sesuai dengan kesepakatan masyarakat. 

d. Mempertimbangkan kebutuhan kelompok kurang mampu dan rentan 

dalam tahapan menetukan keputusan terkait distribusi dumber daya 

pembangunan.8 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Administrasi Negara (LAN), dapat dirangkum bahwa terdapat sembilan 

aspek mendasar dalam penerapan good governance: 

a. Partisipasi, prinsip ini menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan 

keputusan harusnya berdasarkan dengan suara yang dipunyai oleh 

setiap warga negara baik secara langsung ataupun secara mediasi; 

b. Penegakan hukum, berisi suatu aturan, penegakan hukum, kebijakan, 

organisasi dan lainnya; 

c. Transparansi; berbicara terkait dengan kebebasan suatu informasi 

yang akan diberitakan kepada masyarakat haruslah secara 

keseluruhan tanpa harus ada yang ditutupi; 

 
8 Sumarto Hetifa St, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung Yayasan Obor Indonesia, 

2003, hlm 1-2 
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d. Responsif, pemerintah harus cepat tanggap terkait dengan apapun 

yang diterima nya baik dari masyarakat ataupun lembaga lainnya; 

e. Orientasi konsensus, berperan sebagai jalan tengah bagi suatu 

permasalahan yang ada pada kehidupan bermasyarakat; 

f. Kesetaraan dan keadilan, permasalahan gender dalam masyarakat 

adalah hal yang paling sering dijumpai maka dari itu perlu adanya 

suatu kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara; 

g. Efektivitas dan efisiensi, target yang ditentukan harus bisa 

diselesaikan pada waktu yang tepat sebab suatu keterlambatan akan 

menjadi masalah baru bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri; 

h. Akuntabilitas, pembuat suatu kebijakan harus bertanggung jawab atas 

apa yang telah dibuatnya.  Tanggung jawab tersebut akan ditujukan 

kepada masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri; 

i. Visi strategis, dalam menciptakan suatu visi haruslah didasarkan pada 

good governance sebagai dasar pemikiran menentukan suatu visi oleh 

pemimpin9. 

United Nations Development Programme (UNDP) memberikan 

pengertian bahwa governance dari aspek fungsional sebagai 

"pelaksanaan wewenang politik, ekonomi, dan administrasi untuk 

mengatur dan menjalankan pemerintahan di berbagai tingkat.  Dalam 

penelitian ini teori good governance berkaitan dengan rumusan masalah 

 
9 Wijaya, Sri Pudjiarti, and Toening Winarni, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance). 
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tentang bagaimana good governance ini dapat mengurangi jumlah anak 

jalanan karena teori good governance ini berperan penting dalam 

pengurangan anak jalanan melalui penerapan kebijakan sosial yang tepat 

sasaran, partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, dan koordinasi 

antar lembaga yang efektif. Dengan adanya pemerintahan yang baik 

seharusnya upaya pengentasan anak jalanan dapat dilakukan secara lebih 

optimal.   

2. Teori Penegakan Hukum 

Salah satu tanda sebuah negara hukum adalah keberhasilannya 

dalam penegakan hukum. Ketika penegakan hukum tidak ada atau kurang 

optimal, hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas pembuat aturan, 

pelaksana aturan, serta masyarakat yang diatur oleh aturan tersebut, 

sehingga semua elemen akan merasakan dampaknya10. Penegakan 

Hukum dapat didefinisikan sebagai proses dalam mengupayakan 

penegakan terhadap fungsi-fungsi ketentuan sebagai landasan dalam 

tindakan hukum yang terdapat di masyarakat dan negara. Dapat dimaknai 

sebagai upaya penegakan yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam 

mewujudkan konsep keadilan, kepastian, dan manfaat agar menjadi 

kenyataan.11.  Penegakkan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

 
10 Dista Angraeni and Novi Damayanti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” 

Jurnal Universitas Sebelas Maret Volume 1 (n.d.): 188–196. 
11 Aldin Wira Yudistiya, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran 

Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan),” 2021. 
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a. Ditinjau dari sudut subjeknya 

Dalam pengertian yang luas, proses peraturan hukum mencakup 

seluruh pihak yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Setiap 

individu yang mematuhi prinsip hukum atau bertindak maupun tidak 

bertindak berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, pada dasarnya 

turut serta dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Namun, dalam 

cakupan yang lebih terbatas, penegakan hukum mengacu pada usaha 

aparat penegak hukum tertentu dalam memastikan serta menjamin 

bahwa suatu ketentuan hukum diterapkan sebagaimana mestinya. 

b. Ditinjau dari sudut objek, yaitu dari segi hukumnya 

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan 

tentang keadilan, jaminan kepastian hukum, serta dampak sosial 

dalam realitas kehidupan. Dengan kata lain, proses penegakan hukum 

bertujuan untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Hal ini 

dilakukan guna menjamin bahwa aturan hukum efektif berperan 

sebagai panduan dalam perilaku individu saat berinteraksi atau 

menjalin hubungan hukum dalam masyarakat dan negara.  Penegakan 

hukum juga merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan 

harapan masyarakat terhadap hukum menjadi kenyataan dan 

melibatkan berbagai aspek dalam pelaksanaanya.12 

 
12 Muhammad Agung Maulido, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak,” 2014. 
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 Penegakan hukum di Indonesia dapat dianggap berhasil apabila 

negara mampu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu: 

a. Memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan 

seluruh wilayah negara; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata; 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui wawasan pendidikan 

dan pengetahuan; 

d. Berperan dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.13 

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah adanya perbedaan 

antara tindakan hukum yang berkembang di masyarakat dengan realitas 

kehidupan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat perbedaan antara hukum 

yang diterapkan dalam masyarakat dengan pelaksanaannya dalam 

praktik. Penegakkan hukum adalah suatu hal yang penting karena 

pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengelola suatu 

wilayah dan rakyatnya14. Pada dasarnya, penegakan hukum bertujuan 

untuk merealisasikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang 

mengandung keadilan dan kebenaran. Pelaksana penegakkan hukum 

tidak hanya menjadi tanggung jawab para aparat hukum yang dikenal 

secara umum, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu.  Namun 

demikian, dalam konteks hukum publik, pemerintah memliki tanggung 

 
13 Angraeni and Damayanti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” 
14 Wira Yudistiya, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan 

(Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).” 



13 
 

 

jawab utama15 Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah bertanggung 

jawab untuk menjaga hak asasi warga negaranya dan pemerintah 

memiliki kewajiban guna mewujudkan situasi yang kondusif sehingga 

dapat menciptakan kesejahteraan didalam masyarakat.  Teori ini dalam 

proses penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berhubungan 

dengan tanggung jwab pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum 

bagi anak jalanan, yang jika dikaitkan penegakan hukum berperan krusial 

dalam memastikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.  Penegakan 

hukum yang efektif, termasuk implementasi undang-undang, pencegahan 

dan penindakan, pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hukum 

khusus, serta kerjasama antar lembaga penegak hukum, semuanya 

berkontribusi secara signifikan untuk melindungi hak-hak anak jalanan 

dan membantu mereka keluar dari situasi yang rentan. 

3. Teori Perlindungan Hukum  

Ketika masyarakat sudah mendapatkan kepastian maka harusnya 

masyarakat pasti mendapat perlindungan hukum, sebab perlindungan 

akan hadir sejalan dengan kehadiran kepastian hukum. Pada awalnya 

teori perlindungan hukum hadir bersumber pada istilah “hukum alam”.  

Menurut seorang ahli bernama Soedjono Dirdjosisworo, hukum dapat 

dijelaskan dalam delapan makna, yaitu: 

 

 
15 Maulido, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak.” 
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a. Hukum dalam konteks kewenangan penguasa; 

b. Hukum dalam perspektif aparat penegak hukum; 

c. Hukum sebagai pedoman dalam perilaku dan tindakan; 

d. Hukum sebagai sistem norma atau aturan; 

e. Hukum sebagai rangkaian nilai yang mendasari keadilan; 

f. Hukum dalam bentuk tata hukum yang mengatur masyarakat; 

g. Hukum sebagai bidang ilmu pengetahuan; 

h. Hukum sebagai disiplin akademik yang dipelajari secara sistematis16. 

Dalam artian yang dikemukakan oleh ahli tersebut dalam dianalisa bahwa 

hukum hadir dalam setiap sektor dalam masyarakat.  Hukum tidak hanya 

hadir bagi para penguasa negara saja namun juga bagi masyarakat yang 

dapat dilihat bahwa hukum sebagai sikap tindakan. Sikap tindakan ini 

bisa dijadikan dasar untuk para penguasa atau pemerintah tetap bertindak 

sewajarnya kepada masyarakat. Disinilah maksud hukum untuk 

menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap warga negara.  

 Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dapat melalui 

beberapa cara pelaksanaan, antara lain: 

a. Menciptakan suatu peraturan yang bertujuan untuk: 

1) Agar hak dan kewajiban dapat diberikan kepada setiap warga 

negara Indonesia; 

2) Agar adanya suatu jaminan berupa kewenangan dan kepentingan 

pihak yang tunduk pada hukum. 

 
16 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, 2012. 
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b. Peraturan yang harus ditegakan melalui, antara lain: 

1) Hadirnya Hukum Administrasi Negara dengan fungsi adanya 

pencegahan terjadiya penyimpangan terhadap hak-hak terkait 

perizinan dan pengawasan; 

2) Hukum Pidana yang hadir agar adanya suatu penanggulangan 

setiap pelanggaran terhadap peraturan PerUU, dengan 

memberikan sanksi hukum agar adanya efek jera yang cukup kuat 

dan efektif kepada para pelanggar; 

3) Hukum Perdata yang dihadirkan untuk menjalankan fungsi 

pemulihan hak dengan membayar suatu sanksi administrasi 

ataupun ganti rugi.  

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengusahakan 

perlindungan terhadap HAM yang dirugikan oleh pihak lain, dan 

perlindungan ini disalurkan kepada masyarakat supaya mereka dapat 

memperoleh dan merasakan seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum. 

Sementara itu, teori lain tentang perlindungan hukum pandangan 

Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan bahwa perlindungan 

hukum mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan 

kepastian hukum berdasarkan seluruh peraturan dan norma yang terdapat 

dalam kehidupan bermasyarakat merupakan pengertian Teori 

Perlindungan Hukum Menurut Satjito Raharjo. 
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Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua jenis: Perlindungan 

Hukum Preventif, di mana pemerintah menjalankan upaya perlindungan 

guna mencegah terjadinya pelanggaran dengan menetapkan batasan 

dalam menjalankan kewajiban, dan Perlindungan Hukum Represif, yang 

dalam bentuk penerapan sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau 

hukuman tambahan setelah pelanggaran terjadi. Dalam penelitian ini 

penulis menghubungkan teori perlindungan hukum ini dengan masalah 

yang akan dibahas, yakni bagaimana peran pemerintah dalam 

menyediakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka teori 

perlindungan hukum preventif berperan penting dalam melindungi anak 

jalanan dengan mencegah pelanggaran hak-hak mereka sejak dini.  

Melalui pencegahan situasi rentan, regulasi proaktif, edukas masyarakat, 

intervensi dini, dan kerjasama multisektor, pendekatan ini secara efektif 

mengurangi resiko anak-anak menjadi anak jalanan dan memastikan 

perlindungan hak-hak mereka. Kemudian terkait dengan perlindungan 

hukum represif, yang dapat didefinisikan sebagai pemberi sanksi seperti 

denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah pelanggaran terjadi. Di 

dalam penelitian ini penulis menghubungkan teori perlindungan hukum 

ini dengan masalah yang akan dibahas, yakni bagaimana pemerintah 

berperan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak jalanan 

yang dimana teori perlindungan hukum represif, berperan penting dalam 

melindungi anak jalanan dengan menegakkan hukum secara tergas 

terhadap pelanggaran hak-hak mereka dan menyediakan pemulihan bagi 
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korban.  Pendekatan ini menjamin bahwa hak anak dihormati, dilindungi 

dan dipulihkan setelah terjadinya pelanggaran serta menghindari 

terulangnya pelanggaran yang sama di kemudian hari.   

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah tahapan yang di pergunakan untuk mewujudkan tujuan 

dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode normatif, di 

mana kajian dilakukan merujuk pada sumber hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Dengan demikian, objek penelitian ini mencakup peraturan hukum 

tertulis maupun tidak tertulis, penerapan asas-asas hukum, putusan 

pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum. Selain itu, penelitian ini juga 

meninjau sumber hukum sekunder dan tersier yang diperoleh dari buku, 

tulisan ilmiah, jurnal, serta artikel yang membahas tema dan permasalahan 

serupa dengan yang dikaji dalam penelitian ini..17 

2. Pendekatan Penelitian  

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji, berdiskusi, 

memecahkan, dan mengkaji  peraturan yang relevan berhubangan 

dengan masalah atau isu hukum yang sedang berlangsung. Dengan 

 

 17 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (UNPAM Press : Pamulang, 2018). Hlm. 15. 
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demikian, penulis akan meneliti secara mendalam PerUU, termasuk 

pasal atau ayat  yang berhubungan dengan isu hukum. 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan 

umum dalam hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan doktrin dan 

pandangan tersebut dapat membentuk pemahaman, asas, serta konsep 

hukum yang sesuai dan relevan dengan permasalahan hukum yang 

dihadapi. 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan dokumen atau sumber hukum 

yang bersifat mengikat secara sah. Sifat pengikatan ini muncu 

karena dokumen tersebut diterbitkan secara resmi oleh pemerintah 

dan diambil langsung dari peratutan atau ketentuan PerUU yang 

relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:  

1. Undang-Undang NKRI Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1; 

2. UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
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3. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

4. UU Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 No.292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

6. UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

7. UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

8. PP Republik Indonesia No.78 Tahun 2021 Tentang 

Perlindungan Khusus Bagi Anak; 

9. Permen PPPA Republik Indonesia No.3 Tahun 201l tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; 

10. Permen PPPA Republik Indonesia No.11 Tahun 20ll tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupatenl Kota Layak Anak; 
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11. Peraturan Pemeritah Daerah Provinsi Sumut No.9 Tahun 2017 

Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan beragam dokumen atau referensi 

hukum yang berperan dalam menjelaskan bahan hukum utama, 

termasuk diantaranya buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier mencakup semua sumber yang memiliki 

penjelasan, panduan, atau pemahaman tambahan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta 

berbagai informasi yang diperoleh dari media massa lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode studi kepustakaan 

(Library Research) untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan serta 

memanfaatkan data sekunder. Data tersebut mencakup bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, 

buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen resmi, situs web terpercaya, serta 

hasil penelitian lainnya18. 

 

 
18 Agus Haryono and Benidiktus Tanujaya, “PROFIL KEMAMPUAN PENALARAN INDUKTIF 

MATEMATIKA MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIPA DITINJAU DARI GAYA 

BELAJAR,” Journal of Honai Math (2018). 
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5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Untuk memperoleh hasil dari persoalan atau isu yang dianalisis, semua 

sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, akan dikaji dan 

diproses. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kuantitatif, yang 

menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan dan deskripsi 

menggunakan kalimat yang masuk diakal, efektif, jelas, serta mudah 

dipahami. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan 

berdasarkan interpretasi terhadap fakta-fakta spesifik yang relevan 

dengan isu utama yang dibahas. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini akan menghasilkann suatu kesimpulana akhir yang 

diperoleh melalui penalaran deskriftif kualitatif, yaitu proses berpikir 

yang dirumuskan atau dijelaskan secara terstruktur sesuai dengan isu 

yang dikaji dalam penelitian, kemudia disusun dalam bentus narasi. 

Selain itu, dalam proses penerikan kesimpulan, penulis juga menerapkan 

metode deduktif, dimana kesimpulan diambil dari peryataan umum yang 

mengarah pada kesimpulan khusus19. 

 

 

 

 
19 Pardomuan Nauli and Josip Mario Sinambela, “Penarikan Kesimpulan Dengan Metode 

Deduktif,” Matematika dan Ilmu Pengetahuan (2012). 
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